) SALINAN

/ F—4
R S
N T 7

Y
v

AR

GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/273 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/1 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN PADA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,

a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan

pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, telah
ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
100.3.3.1/1 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat
Pengelola Keuangan Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
100.3.3.1/225 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat
Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/1
Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola
Keuangan Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2025;

bahwa sehubungan dengan adanya pegawai yang pensiun
pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah,
pemberhentian sementara sebagai Aparatur Sipil Negara
pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Jawa Tengah dan pergantian Bendahara
Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Biro Administrasi
Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Tengah maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud
pada huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubabh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/1 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada
Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
2025;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6867);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2025 Nomor 12);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2024 Nomor 39);

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2024
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 40);

11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/1
Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola
Keuangan Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/225
Tahun 2025 tentang Perubahan Kempat Atas Keputusan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/1 Tahun 2025
tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada
Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
2025;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU :  Mengubah ketentuan huruf R, O dan FF Lampiran Keputusan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/1 Tahun 2025 tentang
Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
100.3.3.1/225 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/1 Tahun
2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada
Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025,
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal
pengusulan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat
Daerah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Wakil Gubernur Jawa Tengah;

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah:;

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa
Tengah;

Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah;
Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Pejabat Pengelola Keuangan pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2025.

PO

COXNOO

—

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



R. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/273 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA
TENGAH NOMOR 100.3.3.1/1
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA PERANGKAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO

NAMA / NIP/ JABATAN

KEDUDUKAN

PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

2

3

4

a.

Endi Faiz Effendi, S.Pi., MA.
NIP. 19710909 199603 1 006

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Efi Susianti, SE.
NIP. 19730322 200701 2 004
Staf Sekretariat

Elia Wahyu Adi Nugroho, SE.
NIP. 19850422 202012 1 002
Staf Sekretariat

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/
Pemegang KKPD

Bendahara Pengeluaran/
Administrator KKPD

Bendahara Penerimaan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (SEKRETARIAT)

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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NAMA / NIP/ JABATAN KEDUDUKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

2 3 4

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (PPP TAWANG KELAS B)

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




NO

NAMA / NIP/ JABATAN

KEDUDUKAN

PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

2

3

4

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (PPP WONOKERTO KELAS B)

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




NO NAMA / NIP/ JABATAN KEDUDUKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1 2 3 4
2 Ir. Lilik Harnadi, M.Si, M.Sc Kuasa Pengguna Anggaran/ PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (BIDANG KP3K)
NIP. 19690211 199403 1 004 Kuasa Pengguna Barang Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
Wiji Utami, S.Pi. Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
NIP. 19931010 202203 2 013
Staf Bldang Kelautan, Pesisir dan Pulau- Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
Pulau Kecil
3 Kurniawan Priyo Anggoro, SP, MM Kuasa Pengguna Anggaran/ PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP (BIDANG TANGKAP)
NIP. 19690527 199203 1 011 Kuasa Pengguna Barang Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
Kepala Bidang Perikanan Tangkap
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat
Adityo Harmawan, S.Kel. Bendahara Pengeluaran Pembantu Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
NIP. 19861004 202012 1 003
Staf Bidang Perikanan Tangkap Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
4 Ir. Lilik Harnadi, M.Si, M.Sc Kuasa Pengguna Anggaran/ PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (BIDANG PSDKP)

NIP. 19690211 199403 1 004

Plt. Kepala Bidang Pengawasan
Sumberdaya Kelautan Perikanan

Nabila Ning, S.H.
NIP. 19921029 202521 2 014

Staf Bidang Pengawasan Sumberdaya
Kelautan Perikanan

Kuasa Pengguna Barang

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil

Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil

Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang
dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




NO NAMA / NIP/ JABATAN KEDUDUKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1 2 3 4
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat
diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya
yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya
Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
5 | a. Iman Kadarusman, S.Pi Kuasa Pengguna Anggaran/ PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA (BIDANG UPK)
NIP. 19721202 199903 1 011 Kuasa Pengguna Barang Kegiatan Penerbitan Izin U§ah.a Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Kepala Bidang Usaha dan
Pengembangan Komoditas Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
b. Hayu Anindya Abint, S.Pi. Bendahara Pengeluaran Pembantu

NIP. 19910824 202421 2 016

Staf Bidang Usaha dan Pengembangan
Komoditas

Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila
dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut

Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
Provinsi

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi

Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi

Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)

Daerah Provinsi

Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan
Besar

Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan
Besar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




NO NAMA / NIP/ JABATAN KEDUDUKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1 2 3 4
Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka
Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi
Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(satu) Daerah Provinsi
6 | a. Kurniawan Priyo Anggoro, SP, MM Kuasa Pengguna Anggaran/ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (PPP TEGALSARI KELAS A)
NIP. 19690527 199203 1 011 Kuasa Pengguna Barang Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Plt. Kepala PPP Tegalsari Kelas A
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
c. Erri Yuliyanti, SE Bendahara Pengeluaran Pembantu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
NIP. 19820731 201012 2 001 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Staf PPP Tegalsari Kelas A
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
d. Eva Novrida Bendahara Penerimaan Pembantu

NIP. 19761130 200701 2 014
Staf PPP Tegalsari Kelas A

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




NO

NAMA / NIP/ JABATAN

KEDUDUKAN

PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

2

3

4

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (PPP LARANGAN KELAS B)

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (PPP ASEMDOYONG KELAS B)
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




NO NAMA / NIP/ JABATAN KEDUDUKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1 2 3 4
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
7 | a. Iman Kadarusman, S.Pi Kuasa Pengguna Anggaran/ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (PPP KLIDANGLOR KELAS A)
NIP. 19721202 199903 1 011 Kuasa Pengguna Barang Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Plt. Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai
Klidang Lor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Dewa Alit Baradwaja Naya, S.Pi. Bendahara Pengeluaran Pembantu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

NIP. 19950205 202321 1 011
Staf PPP Klidanglor Kelas A

Deny Suswanto, S.Pi.
NIP. 19931216 202421 1 009
Staf PPP Klidanglor Kelas A

Bendahara Penerimaan Pembantu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




NO NAMA / NIP/ JABATAN KEDUDUKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
2 3 4
8 | a. R Drianto Widiyatmoko, A.Pi Kuasa Pengguna Anggaran/ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (PPP BAJOMULYO KELAS A)
NIP. 19741023 199903 1 005 Kuasa Pengguna Barang Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kepala PPP Bajomulyo Kelas A
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Susilo, A.Md. Bendahara Pengeluaran Pembantu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

NIP. 19761003 201001 1 008
Staf PPP Bajomulyo Kelas A

Christiana Cahyaningtyas, S.P
NIP. 19760628 200604 2 011
Staf PPP Bajomulyo Kelas A

Bendahara Penerimaan Pembantu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (PPP KARIMUNJAWA KELAS B)

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




NO

NAMA / NIP/ JABATAN

KEDUDUKAN

PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

2

3

4

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan

a. Achmad Saefus Sjahri, A.Pi., M.M.
NIP. 19681212 199303 1 014
Plt. Kepala PPP Tasikagung Kelas A

b. Eko Suhartono

NIP. 19760115 200901 1 004
Staf PPP Tasikagung Kelas A

c. Septian Ratna Ika Sari, S.Pi.
NIP. 19940904 202321 2 025
Staf PPP Tasikagung Kelas A

Kuasa Pengguna Anggaran/

Kuasa Pengguna Barang

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Bendahara Penerimaan Pembantu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (PPP TASIKAGUNG)

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




NO NAMA / NIP/ JABATAN KEDUDUKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1 2 3 4
10 | a. Ir. Djati Pramono Kuasa Pengguna Anggaran/ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (PPP LOGENDING)
NIP. 19680917 199403 1 004 Kuasa Pengguna Barang Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kepala PPP Logending Kelas A
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Gilang Aditya Pranadi, S.Pi. Bendahara Pengeluaran Pembantu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
NIP. 19940911 202321 1 010 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Staf PPP Logending Kelas A
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
c. Sutriyah, A.Md. Bendahara Penerimaan Pembantu
NIP. 19750328 200604 2 013 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Staf PPP Logending Kelas A Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
11 | a. Kurnia Adi, S.Pi. Kuasa Pengguna Anggaran/ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (PPP MORODEMAK KELAS A)
NIP. 19740827 200604 1 003 Kuasa Pengguna Barang Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kepala PPP Morodemak Kelas A
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Yossy Wahyu Setiawan, S.Tr.Pi Bendahara Pengeluaran Pembantu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

NIP. 19940310 202421 1 006
Staf PPP Morodemak Kelas A

Rizal Zakaria, S.Pi.
NIP. 19950327 202321 1 011
Staf PPP Morodemak Kelas A

Bendahara Penerimaan Pembantu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




NO

NAMA / NIP/ JABATAN

KEDUDUKAN

PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

2

3

4

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan

12

a.

Hermin Dewi Sulistijani, A.Pi.
NIP. 19710120 199303 2 004

Plt. Kepala Cabang Dinas Kelautan
Wilayah Barat

Isnaini Hikmawati, SE.
NIP. 19740717 200801 2 011

Staf Cabang Dinas Kelautan Wilayah
Barat Kelas A

Kuasa Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Barang

Bendahara Pengeluaran Pembantu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (CDK WILAYAH BARAT)

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




NO

NAMA / NIP/ JABATAN

KEDUDUKAN

PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

2

3

4

Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan

PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil

Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi

Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi

Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau
usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai
kewenangan provinsi

Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang
dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan
provinsi

Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan
air lainnya sesuai kewenangan provinsi

13

a.

b

Setyowati, S.Pi.
NIP. 19700329 199803 2 007

Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah
Selatan Kelas A

Widya Cahyaning Tantri, S.Kel.
NIP. 19940502 202012 2 012

Staf Cabang Dinas Kelautan Wilayah
Selatan Kelas A

Kuasa Pengguna Anggaran/

Kuasa Pengguna Barang

Bendahara Pengeluaran Pembantu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (CDK WILAYAH SELATAN)

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




NO

NAMA / NIP/ JABATAN

KEDUDUKAN

PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

2

3

4

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan

PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil

Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi

Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi

Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsiPengawasan Usaha
penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi

Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang
dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk,

rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi

Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan
provinsi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




NO NAMA / NIP/ JABATAN KEDUDUKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1 2 3 4
14 | a. Achmad Saefus Sjahri, API, MM Kuasa Pengguna Anggaran/ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (CDK WILAYAH TIMUR)

NIP. 19681212 199303 1 014

Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah
Timur Kelas A

b. Margono

NIP. 19700113 199402 1 001

Staf Cabang Dinas Kelautan Wilayah
Timur Kelas A

Kuasa Pengguna Barang

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan

PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil

Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi

Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi

Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsiPengawasan Usaha
penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




NO

NAMA / NIP/ JABATAN

KEDUDUKAN

PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

2

3

4

15

a. Aris Setijono, S.Pi, M.Si

NIP. 19730924 199803 1 004

Kepala Balai Budidaya Ikan Air Payau
dan Laut Kelas A

Mifta Arfadina Fitri, S.Pi.
NIP. 19980203 202012 2 005

Staf Balai Budidaya Ikan Air Payau dan
Laut Kelas A

Kuasa Pengguna Anggaran/

Kuasa Pengguna Barang

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang
dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk,

rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi o ,
Pengawasan Usaha Pembudidayaan lkan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan

nravinai

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (BBIAPL)

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Irwan Mardianto, S.Si.
NIP. 19720118 200604 1 011

Staf Balai Budidaya Ikan Air Payau dan
Laut Kelas A

Bendahara Penerimaan Pembantu

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
Provinsi
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut

Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut

Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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NO NAMA / NIP/ JABATAN KEDUDUKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1 2 3 4
16 | a. Iman Kadarusman, S.Pi Kuasa Pengguna Anggaran/ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (BLPKIL)
NIP. 19721202 199903 1 011 Kuasa Pengguna Barang Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Plt. Kepala Balai Laboratorium Pengujian
Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
b. Amalia Fatimah, S.Pi. Bendahara Pengeluaran Pembantu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
NIP. 19960902 202012 2 007
Staf Balai Laboratorium Pengujian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
c. Wahju Widiarti, S.H. Bendahara Penerimaan Pembantu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
NIP. 19700625 199102 2 003
Staf Balai Laboratorium Pengujian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
Provinsi
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
Provinsi
17 | a Hermin Dewi Sulistijani, A.Pi Kuasa Pengguna Anggaran/ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (BPMHP)
NIP. 19710120 199303 2 004 Kuasa Pengguna Barang Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kepala Balai Pengujian Mutu Hasil
Perikanan Kelas A Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
b Tajuddin Almarzugqi, S.Pi. Bendahara Pengeluaran Pembantu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

NIP. 19941015 202012 1 005

Staf Balai Pengujian Mutu Hasil
Perikanan Kelas A
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¢ Joko Supriyono, SE
NIP. 19700708 199203 1 008

Staf Balai Pengujian Mutu Hasil
Perikanan Kelas A

Bendahara Penerimaan Pembantu

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan
Besar

Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan
Besar
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O. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO. NAMA/NIP/JABATAN KEDUDUKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1 2 3 4
1. Ir. SAKINA ROSELLASARI, M.Si,M.Sc Pengguna Anggaran/ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
NIP. 19660821 199303 2 006 Pengguna Barang Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENY FITRIANI ALFINA M, S.Kom
NIP. 19770824 200901 2 003
Staf Sub Bagian Keuangan

APRILIA FITRI AMBARWATI, A.Md
NIP. 19920412 201902 2 008
Staf Sub Bagian Keuangan

Pemegang KKPD

Bendahara Pengeluaran
Administrator KKPD

Bendahara Penerimaan

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Administrasi Umum Perangkat Daerah

1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Fasilitas Kunjungan Tamu
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

O 0N O U b WN

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

10 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

4 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan
Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

au » W N

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
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NO. NAMA/NIP/JABATAN KEDUDUKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1 2 3 4
2 Ir. SAKINA ROSELLASARI, M.Si,M.Sc Kuasa Pengguna Anggaran/ PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
NIP. 19660821 199303 2 006 Kuasa Pengguna Barang Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Kepala Dinas Penanaman Modal dan 1 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
1 Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi
HENY FITRIANI ALFINA M, S.Kom Bendahara Pengeluaran
NIP. 19770824 200901 2 003
Staf Sub Bagian Keuangan
3 Ir. SAKINA ROSELLASARI, M.Si,M.Sc Kuasa Pengguna Anggaran/ PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
NIP. 19660821 199303 2 006 Kuasa Pengguna Barang Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Kepala Dinas Penanaman Modal dan 1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
HENY FITRIANI ALFINA M, S.Kom Bendahara Pengeluaran
NIP. 19770824 200901 2 003
Staf Sub Bagian Keuangan
4 Ir. SAKINA ROSELLASARI, M.Si,M.Sc Kuasa Pengguna Anggaran/ PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
NIP. 19660821 199303 2 006 Kuasa Pengguna Barang Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Kepala Dinas Penanaman Modal dan 1 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara Elektronik
2 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
HENY FITRIANI ALFINA M, S.Kom Bendahara Pengeluaran
NIP. 19770824 200901 2 003
Staf Sub Bagian Keuangan
5 Ir. SAKINA ROSELLASARI, M.Si,M.Sc Kuasa Pengguna Anggaran/ PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
NIP. 19660821 199303 2 006 Kuasa Pengguna Barang Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tingkat Daerah Provinsi
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
HENY FITRIANI ALFINA M, S.Kom Bendahara Pengeluaran
NIP. 19770824 200901 2 003
Staf Sub Bagian Keuangan
6 Ir. SAKINA ROSELLASARI, M.Si,M.Sc Kuasa Pengguna Anggaran/ PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

NIP. 19660821 199303 2 006
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HENY FITRIANI ALFINA M, S.Kom
NIP. 19770824 200901 2 003
Staf Sub Bagian Keuangan

Kuasa Pengguna Barang

Bendahara Pengeluaran

Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1 Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
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7 PRIMASTO ARDI MARTONO, SE. MT Kuasa Pengguna Anggaran/ PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

NIP. 19670114 199003 1 004
Penata Kelola Penanaman Modal
Ahli Madya

AGA LALITYA PRAJWALITA, S.Tr.E
NIP. 19970428 202203 2 011
Staf Sub Bagian Keuangan

Kuasa Pengguna Barang

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
1 Pengawasan Penanaman Modal
2 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya
3 Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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FF. SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO NAMA/NIP/JABATAN KEDUDUKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1 2 3 4
1 |a. SUMARNO, SE, MM Pengguna Anggaran/ Pengguna PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
NIP. 19700514 199202 1 001 Barang / Pemegang KKPD Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah 1 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi

2 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
3 Penataan Analisis Jabatan

b. RACHMAT SUSILO, S.Kom Bendahara Pengeluaran/
NIP. 19830121 200801 1 003 Administrator KKPD Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Staf Sub bag Keuangan pada Biro Umum 1 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

2 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
3 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
4 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

Setda Provinsi Jawa Tengah

c. AGUS FIKRI CAHYADI Bendahara Penerimaan
NIP. 19730430 200701 1 007 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
Staf Tata Usaha Biro Umum Setda Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
Provinsi Jawa Tengah 1 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan

2 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
3 Fasilitasi Penataan Wilayah

Pelaksanaan Otonomi Daerah
1 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
2 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
3 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan

Fasilitasi Kerjasama Daerah
1 Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
2 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
3 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT

Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
1 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
2 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual

Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
1 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
2 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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3 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial

Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
1 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan,
Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
2 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Transmigrasi dan Tenaga Kerja

PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
2 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
4 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota

Fasilitasi Bantuan Hukum
1 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
2 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM

PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN

Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
1 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
2 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro

Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan
Perikanan
2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha
Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
2 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha
Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
3 Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMDdanEvaluasiKebijakan
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4 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan
Umum Daerah

5 Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUDdanEvaluasiKebijakan

PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

1 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa

2 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

3 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa

Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
1 Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik
2 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
3 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
1 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
2 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
3 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

1 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD

2 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN

3 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah

Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
1 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
2 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
3 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
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yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




NO

NAMA /NIP/JABATAN

KEDUDUKAN

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

2

3

4

4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
1 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - Biro Isda
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - Biro Hukum
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Administrasi Umum Perangkat Daerah
1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

7 Fasilitasi Kunjungan Tamu

8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Biro Pemotdaker
9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Biro Adm Bangda
10 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Biro APBJ

11 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Biro Isda

12 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Biro Kesra

13 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Biro Umum

14 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Biro Organisasi
15 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Biro Hukum

16 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Biro Perekonomian
17 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Biro Isda

18 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Biro Organsiasi

19 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Biro APBJ

20 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Biro Kesra

21 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Biro Umum

22 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Biro Hukum

23 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Biro Pemotdaker

24 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Biro Perekonomian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




NO

NAMA /NIP/JABATAN

KEDUDUKAN

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

2

3

4

25 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Biro Adm Bangda
26 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1 Pengadaan Mebel
2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

N

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Mebel

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

S bW

Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
3 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
2 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
3 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
1 Penyiapan Materi Pimpinan
2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
3 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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1 2 3 4
Fasilitasi Keprotokolan
1 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
2 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
2 BIRO UMUM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

. LAKSONO DEWANTO, SE, MM

NIP. 19820621 200812 1 001
Plt. Kepala Biro Umum Setda Provinsi
Jawa Tengah

Kuasa Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Barang

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
1 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah
1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Biro Umum
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Biro Umum
10 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
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Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1 Pengadaan Mebel
2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

N

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Mebel

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
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Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
3 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
2 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
3 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
1 Penyiapan Materi Pimpinan
2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
3 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan

Fasilitasi Keprotokolan
1 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
2 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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1 2 3 4
3 BIRO INFRASTRUKTUR DAN SDA PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN
. ENI LESTARI, ST, MT Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
NIP. 19721201 199803 2 011 Kuasa Pengguna Barang 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan
Perikanan
Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber 2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan
Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah Hidup
3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
. KIRANA KONDANG SEKAR Bendahara Pengeluaran Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
WIJAYANTI, S.STP Pembantu 1 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - Biro Isda
NIP. 199706212019082001
Staf pada Biro Infrastruktur dan Sumber Administrasi Umum Perangkat Daerah
Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah 1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Biro Isda
2 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Biro Isda
4 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

DAERAH

. TEMMY PURBOYONO, ST, SH, MM, MT

NIP. 19730106 199903 1 010
Plt. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah

. YOHANES DAVID HERWAKA, S.Hum

NIP. 19950803 202203 1 005

Staf Pada Biro Administrasi
Pembangunan Daerah Setda Provinsi
Jawa Tengah

Kuasa Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Barang

Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
1 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
2 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
3 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah

Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
1 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
2 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
3 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah
1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Biro Adm Bangda
2 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Biro Adm Bangda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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5 BIRO HUKUM PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
. HAERUDIN, SH, MH Kuasa Pengguna Anggaran/ Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
NIP. 19700729 199603 1 001 Kuasa Pengguna Barang 1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa 2 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
Tengah 3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
4 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
Fasilitasi Bantuan Hukum
. IRA KUSUMA DEWI, SH Bendahara Pengeluaran 1 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
NIP. 19830810 200604 2 007 Pembantu 2 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
Staf Pada Biro Hukum Setda Provinsi
Jawa Tengah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - Biro Hukum
Administrasi Umum Perangkat Daerah
1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Biro Hukum
2 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Biro Hukum
6 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT

. GUNAWAN SUDHARSONO, SE, SH, M.Si

NIP. 19690214 199703 1 004
Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Jawa Tengah

. RIANA FITRIYANI, A.Md.

NIP. 199602022020122010
Staf Pada Biro Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Jawa Tengah

Kuasa Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Barang

Bendahara Pengeluaran

Pembantu

Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
1 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
2 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual

Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
1 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
2 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
3 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial

Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

1 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan,

Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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2 3 4

2 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Transmigrasi dan Tenaga Kerja

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Administrasi Umum Perangkat Daerah
1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Biro Kesra
2 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Biro Kesra

BIRO ORGANISASI PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
. HANUNG CAHYO SAPUTRO, S.STP, M.Si Kuasa Pengguna Anggaran/ Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
NIP. 19800919 199912 1 001 Kuasa Pengguna Barang 1 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi 2 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
Jawa Tengah 3 Penataan Analisis Jabatan

Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

. DHIAN PUTERI WIDODO, A.Md.Ak. Bendahara Pengeluaran 1 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
NIP. 20010208 202201 2 001 Pembantu 2 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi 3 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
Jawa Tengah 4 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Umum Perangkat Daerah
1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Biro Organisasi
2 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Biro Organsiasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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1 2 3 4
8 BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
DAERAH DAN KERJASAMA Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
. YASIP KHASANI, S.IP., M.M Kuasa Pengguna Anggaran/ 1 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
NIP. 19741219 199703 1 005 Kuasa Pengguna Barang 2 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi 3 Fasilitasi Penataan Wilayah
Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi
Jawa Tengah Pelaksanaan Otonomi Daerah
1 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
2 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
. ANNISA MEGA PRAMITHA, S.STP Bendahara Pengeluaran 3 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
NIP. 199409112016092001 Pembantu
Staf pada Biro Pemerintahan, Otonomi Fasilitasi Kerjasama Daerah
Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi 1 Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
Jawa Tengah 2 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
3 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Administrasi Umum Perangkat Daerah
1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Biro Pemotdaker
2 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Biro Pemotdaker
9 BIRO PEREKONOMIAN DAERAH PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN

. AGUS PRASUTIO, SH, M.Si

NIP. 19690726 199003 1 002
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi
Jawa Tengah

FAJAR MAULANA, S.STP

NIP. 198403152002121002
Staf pada Biro Perekonomian Setda

Provinsi Jawa Tengah

Kuasa Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Barang

Bendahara Pengeluaran

Pembantu

Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
1 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
2 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro

Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD

1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha

Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha

2 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha

Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
3 Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMDdanEvaluasiKebijakan

4 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan

Umum Daerah
5 Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUDdanEvaluasiKebijakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Administrasi Umum Perangkat Daerah

1
2
3

4

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Biro Perekonomian
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Biro Perekonomian

Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan
Umum Daerah

Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUDdanEvaluasiKebijakan

10

BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN
BARANG/ JASA

a. RUSLI SOFIAN MURWANTO, S.Kom. M.Kom
NIP. 19680328 199703 1 002
Plt. Kepala Biro Administrasi Pengadaan
Barang/ Jasa

b. GINANJAR AVRI ADIASTANTO, A.Md
NIP. 19840421 201101 1 010
Staf pada Biro Administrasi Pengadaan
Barang/ Jasa

Kuasa Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Barang

Bendahara Pengeluaran
Pembantu

PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

1
2
3

Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa

Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

1
2
3

Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik
Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

1
2
3

Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Administrasi Umum Perangkat Daerah

1
2

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Biro APBJ
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Biro APBJ

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum |

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI
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